
SALINAN

GUBERNUR BENGKULU
PEMTURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA

KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM

Menimbang

Mengingat

ORANG DAN BARANG TAHUN 2Oi6

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa untuk melal<sanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016, perlu

ditetapkan Peraturan Gubemur Bengkulu tentang Pengenaan

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang

dan Barang Tahun 20 16;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembenrukan Propinsi Bengkulu (trmbaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambalan
l-embaran Negara Repub)ik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor t7 Tahun 1997 tentang Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak (l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 40, Tambahan l,embaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihar

Pajak Dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengar Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2OO0 tentang Perubaian Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

Dengal Surat Patsa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Talun 2OOO Nomor 129, Tambahan lcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3987);



6.

7.

4.

9.

8.
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintaian Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 126, Tambahan Irmbaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (lrmbaral Negara Republik Indonesia

Talun 2009 Nomor 96, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembararan Negara Republik

Indonesia Taiun 2OO9 Nomor 13O, Tambahal Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lrmbaran

Negara Republik Indonesia Talun 2Oll Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234\;

Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telai diubah

beberapzr kali, terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 terrtang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Ta]run 2015

Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerinlah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan

Pelaksanaal Pemerintaian di Propinsi Bengkulu (lrmbarai
Negara Republik Indonesia Tahun 196B Nomor 34,

Tambalal l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor

2a54);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentalg
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negata Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.
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17.
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian darl Pemanfaatan Insentil Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambaian

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis

Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala

Daerai atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak (Irmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

5l6l);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang

Angkutan Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2ol4 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5594);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerai,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peratu.an Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentalg Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor l3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaart

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun

2O11 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Talun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 12 Tahun 2016

tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor dal Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun

2016 (Berita Negara Republlk Indonesia Tahun 2016 Nomor

434\;

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2Ol1

tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor

6 Tahun 2014 tentang Perubahern Atas Peraturan Daerah

Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaral Daerah Provinsi

Bengkulu Talr un 2014 Nomor 6);
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18. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2O15

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3

Tahun 2Ol2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2O11 tentang

Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi

Bengkulu Tahun 2015 Nomor 3);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENAAN PAJAK

KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN

BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMO'TOR ANGKUTAN

UMUM ORANG DAN BARANG TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimal<sud dengan :

1. Daerah adalai Provinsi Bengkulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dal Perangkat

Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah.

3. Gubernur adalal Gubernur Bengkulu.

4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan

Daerah Provinsi Bengkulu.

5. kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.

6. Kenda-raan Bermotor adalah semua kendaraan beroda

beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis
jalan darat, dan digeralkan oleh peralatan teknik berupa

motor atau peralatan lainnya yafig berfungsi untuk
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi

tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutal,

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam

operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak

melekat secara pernanen serta kendaraan bermotor yang

dioperasikan di air.
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7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap

kendaraal yang dipergunakan untuk mengangkut orang

atau barang dengan dipungut bayaratr dan memiliki izin

penyelenggaraal angkutan umum dan izin trayek atau

izin dalam trayek dari instansi berwenang.

8. Pajak KendaraaD Bermotor yang selanjutnya disingkat

PKB, adalah Pajak atas kepemilikar dan/atau

penguasaan Kendaraan Bermotor.

9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya

disingkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan hak

milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjiar dua

pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi

karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau

pemasukan ke dalam Badan Usaha.

10. Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah kendaraan

bermotor yang memiliki perubahan teknik dan/ atau serta

penggunaannya.

11.Alat-alat berat dan alat alat besar yang bergerak adalah

alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya

menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara

permanen.

12. Nitai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat

NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu

kendaraart bermotor.

13. Harga Pasaran Umum, yang selaljutnya disingkat HPU,

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai

sumber data yang al<urat.

14- Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau

tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan

identilikasi oleh pihak yang berwenarg.

15. Harga Kosong (Off The Road) adalah harga kendaraan

bermotor dari pabrik/agen penjualan termasuk Pajak

Pertambahan Nilai.

16. Harga Isi (On The Road) adalah harga kendaraan bermotor

dari pabrik/agen penjualal termasuk Pajak Pertarnbahan

Nilai, Bea Balik Nafna Kendaraan Bermotor dan Pajak

Kend,araan Bermotor.
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BAB II

PENGHITUNGAN DASAR PKB DAN BBN.KB

Pasal 2

Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan

umum orang ditetapkan sebesar 3070 (tiga puluh pers€n) dari

dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8

Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun

2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan P4ak

Kendaraan Bemotor dan Bea Balik Nalna Kendaraan

Bermotor Tahun 2016.

Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor

angkutan umum orang ditetapkan sebesar 3oolo (tiga puluh

persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana

tercarrtum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar

Pengenaal Pajak Kendaraan Bemotor dan Bea Balik Nama

Kendaraal Bermotor Taiun 2016.

Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan

umum barang ditetapkan sebesar soyo (lirna puluh persen)

dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada

kolom 8 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

l2 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak

Kendaraan Bemotor dan Bea Balik Nana Kendaraan

Bermotor Tahun 20 16.

Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor

angkutan umum barang ditetapkan sebesar soyo (lima puluh

persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimaia

tercantum pada kolom 6 Lampirai I Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar

Pengenaan Pajak Kendaraan Bemotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor Taiun 2O 16.

pasai 3

(l) Pemberlakuan PKB untuk kendaraar motor angkutan umum

orang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat {1) dal
pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraal bermotor

angkutan umum orang sebagaimana dimaksud pada pasal 2

ayal (21 hartya diberikan kepada kendaraan angkutan umun

12)

(3)

(4)
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orarg yarlg memiliki badan hukum indonesia, yang bergerak
dibidang angkutan umum orang dan memiliki izin
penyelenggaraan angkutan orang.

(2) Pemberlakuan PKB untuk kendaraan motor angkutan umum
barang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) dan
pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor
angkutan umum barang sebagaimana dimaksud pada pasal 2

ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum
baralg yang memiliki badan hukum indonesia yang bergerak
dibidang angkutan umum barang dan memiliki izin
penyelenggaraan angkutan umum barang.

Pasal 4

Pengenaan dan pemberlakuan PKB dan BBN-KB sebagaimana
dimat(sud dalam Pasal 2 dan Pasd 3, dila-ksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundalg-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubemur
diundangkan.

Pasal 5
ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur irli dengal penempataJrnya
dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 08 06-2016

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

RIDWAN MUKTIH
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal Oa-06'2O 16

Plt. SEKREIARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

Salinan sesuai $engan aslinya

ttd

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 24

Pembina Utama Muda
NrP.1969090s 199403 1 01 1
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